GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2022 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa adanya penambahan pada Satuan Pendidikan
Khusus Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan pada Lampiran Peraturan
Gubernur  Nomor 13 Tahun 2022  tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi
Kalimantan Barat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus
Provinsi Kalimantan Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2022 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah dan ditambahkan huruf m pada ayat
(2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus
Provinsi Kalimantan Barat.
(2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Khusus, meliputi :
a. Kabupaten Kubu Raya;

b. Kabupaten Mempawah;
c. Kota Singkawang;

d. Kabupaten Sambas;

e. Kabupaten Bengkayang;
f. Kabupaten Landak;

g. Kabupaten Sanggau,;

h. Kabupaten Sekadau;

=

Kabupaten Sintang;

j- Kabupaten Kapuas Hulu;

k. Kabupaten Ketapang;

1. Kabupaten Kayong Utara; dan
m. Kabupaten Melawi.

(3) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



-5-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd
MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7

Abusdamat’ S.STP..M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN

PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO | WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
1 2 3

1. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya
Kubu Raya

2. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah
Mempawah

3. | Kota Sekolah Luar Biasa Negeri Singkawang
Singkawang

4. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas
Sambas

5. | Kabupaten 1. Sekolah Luar Biasa Negeri Adil Ka Talino
Bengkayang 2. Sekolah Luar Biasa Negeri Nusak Jagoi Babang

6. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Ngabang
Landak

7. | Kabupaten 1. Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Pusat Damai
Sanggau 2. Sekolah Luar Biasa Negeri 65 Sanggau

8. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sekadau
Sekadau

9. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Sintang
Sintang

10. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Kedamin Hilir
Kapuas Hulu

11. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Ketapang
Ketapang

12. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sukadana
Kayong Utara

13. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Nanga Pinoh
Melawi

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON




